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BRATURAN DAMIAH KLDUT \T oN DAURAE TINCIAT 11
l'x A G L L h i G
NOMOR: 1) TARUN 1979
TETLAL G
RuTRIDUST PENGHUNAAT STASIUN RBUS/fuli THAL

DENGAN WMKIMAC TJULAN YANG MAKA LESA
BUPATI KIPATA Dawidl RINCUAT YT MACH .

feniabang ¢ a. Eahwa dengon mon! r”iﬁLnJ. arus
lu lintas, maka <ipandang roriu
adanya Stasiun Bue/Torminc. ve
mennded.,
b, Bahwe scesiun Buﬁ/TefrlnM" ::r A
kan Sarara untuk meagetur da:

-
[
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I"l?}l(.ﬂh.t.:’l:ﬁ- n-lalu lintas sert:
gani gasyarakat da-a: hal kZ=zhutul
an ano“utan.

c. Bahw: dergan dloanbunnyc Stasiuva
BusAlerminal oleh Pemeriniain Xabu
patnn Daerah Tingkat Ii ilagelan
maka nerlu diatur tatacara
naan dan pungutan retribusi:
dengan menetapkannya dalom
an Lcecah,

engingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tenten%‘ﬁpkok-pokok }emer¢ntah!&
Die,

2, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950

jo Peraturan Pemerintah Nomer 32
tahun 1950 tentang Fembentukan -
Daerah-daerah Kabupaten dclam ling
kungan Propinsi Jawa Tengah,

3, Undang-undang Nomer 12/DiT/tahun
1957 tent:ng Peraturan Umum Retri
busi Daerth,
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Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 ten-
tang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan -

Kaya,

Surat Keputusan Barsama PMenteri Perhu
bungan dan Menteri Dalam legeri tang-
gal 12 April 1976 No. KM.169/L/Fhb/276
81 Tahun 1976

tentang Pengelolaan Terminal Angkutan
Jalan Raya.

Surat Keputusan Bersama rienteri FPerhu
bungan dan Menteri Dalam iNegeri tang-
gal 10 Agustus 197710,.X,26/EK.,205/Thb
/277 271 Takun 1977.

tentang Terminal Dan ietribusi Termi-
nal Angkutan Penuimpansg.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
272 Tahun 1977,tentang Petunjuk Pelal-
sanaan Surat Keputusan Bersama [fenteri
Perhubungan dan ienteri Dalam Negaeri
tentang Pungutan Retribusi Termincl.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerax
tabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN:

fenetapkan: PEQATURAN DAERAH KABUPATEN DAEI/AR
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TINGKAT II MAGHLANG TENTANG RITRI

BUSI PENCGUNAAN STASIUN-BUS/TERMI - . .:
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Pasal 1|

alam Peraturan Daerah ini yang-dimaksud dengan:

Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang.

Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Dae-
rah Tingkat II Magelang,

Dewan Perwakioan Rakyat Daerah ialah Dewan -

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

—)—

‘Péerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Magelang. . |
d.Dinas Pendapatan baerah ialah Dinas Fendapatan-

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11 lMagelang.,

e.Petugas Stasiun 3us/Terminal ialah Petugas Dinas
Pendapatan Daerah yang ditugaskan di Stasiun 3Bus
/Terminal,

f.Bus ialah mobil angkutan penumpong unum/Bus Umun
lambat,

.g.Stasiun Bus ialah Frasarana ..ngkutan Jalan Raya,
baik untuk penumpang maupun baran, sebagai penun
jang yang penting bagi kelancaran,keanonan dan-
ketertiban lalu-lintas dan angkul.un jolan .aya,
yang dibangun dan dikelola oleh Peaerintah Dae-

rah,

h., Kupon ialah Tanda Pembayaran letyaibuci (TPR)di
Stasiun Bus/Terminal yang dibeli olek Pengusaha
Bus dari Dinas Fendapatan Daerah dimzna Dus/Pe-
rusahaan Bus tersebut berdomisili,

AB 11
TATA CARA PLHUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 2

Setiap Bus yang masuk ke Stasiun Bus/Terminal di-
pungut Retribusi,untuk setiap kali masuk sebesar
Rp. 100,- (seratus rupiah).

Pasal 3

Pemungutan Retribusi sebagaimana diwmalksud pasall
Peraturan Daerah ini dilakukan dengan penyerahan
kupon dari pengemudi kepada Fetugas Stasiun Bus/
Terminal,

Pasal 4

Petugas 3tasiun Bus/Terminal wajid meminia kupon

dari Pengemudi setiap Bus yang masuk Stasiun Bus/
Ter minal dan mencocokkan nomor Polisi dcri Bus-

yang bersangkutan dengan nomor Polisi yang tertu

lis dalam kupon,
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Pasal 5
Petugas Stasiun Dus/Terminal menyerahkan kupon-
kupon yang telah diterima selambat-selambatnya-
dalam waktu 1 (satu) hari sejak kupon diterimanya,
kepada Dinas Fendapatan Daerah dengan disertai
Berita Acara Penyerahan,

Pasal 6

Dinas Pendanatan Daerah menyelesaikan penagian -
kepada dan dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat
II lainnya,sesuai dengan pendapatan kupon yzng -
diperolehnya dari masing-masing Dinas Pendapatan
Daerah Tingkat II yang bersangkutan,

Pasal 7

Penyelesaian penagian seperti dimcksud pasal 6
Peraturan Daerah ini melalui Rekening Giro Bank
Pembangunan Daerah Tingkat I atau cabang-cabang-
nya, menurut ketentuan yanz diatur dalam Keputu-
-8an Menteri Dalam Negeri Nomor 272 Tahun 1977.

BAB TIIIX
KETENTUAN FIDANA

Pasal 8

(1) Penyimpangan dari Peraturan Daerah ini adalah
pelanggaran,

(2) Kepa da mereka yang melanggar dikenakan pidana
kurungan selama-lamanya 10 (sepuluh) hari a-
tau denda setinggi-tingginya Rp.30.000,--
(tiga puluh ribu rupiah).

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9
Hal~hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini, sepanjang mengenai tekhnis pela'tsanaannya,
diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah

|
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' Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku.sejak tanggal

di undangkan,

DEVAN PERUAKILAN
RAKYAT DAERAH KA
SUIATEN DAERAH =
TINGKAT II MAGE

LANG.
Ketua,

ttd

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan
auberr "r ¥ennla Dgerah
TK.I Jawa-Tengal
Tanggal 13 bdaret 19860
Fo‘u88 3/2 /1980
Sekretax Iilayah/Da-
erah B/Kepala Biro Hu-
kum,
ttd

(NAJAWI . SH)
NIF.5000208%0

Magelcng,l I opemberlS79

BUPATI KIFAL: DABERAH
TINCKAT II MiGELANG

Diundangkan delom Lenba-

ran Daeraa Kabtupaten Da-

erah Tingiat . I fiagelang

No,],va155:1 25 iiaretlcég
Sefl 3 .LO» 1

SEXLATAITS JU AYAR/DaTT a7

titd

{Drs. :14w0110)
NIP, 010016717
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